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ABSTRAK

Tax amrusty (pengampunan pajak) s€bagai instrumen dalam upaya
rneningkatkan penerimaan pajak masih menimbulkan pro dan kontra terutama dari
pihak Direktorat Jenderal Pajak yangjelas-jelas menolak karena akan menimbulkan
kerugian pada negara dan dikhawatirkan menimbulkan moral hazard bagi
masyaEkat. Oleh karena itu sampai sekarang pemerintah belum mau mengajukan
Undang-Undang tentang pengampunan pajak. Dalam sejarah perpajakan di
Indonesia pemerintah pemah membu$ kebijakan pengampunan pajak yang diatur
dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984, yang berisi penghapusan sanksi
administrasi dan p€nghapusan hutang pajak yang tidak urang di bayar pada tahun-
tahun seb€lumnya yang diganti dengan uang tebusan sebesar I yo dan l0 yo dai
kekayaan yang dijadikan dasar p€ngenaan pajak. Penghapusan sanksi dan hutang
pajak akan berarti membekukan atau tidak memberlakukan norma atau kaidah
hukum, sementara hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan
negara.

Penelitian terhadap masalah di aras dilakukan dengan pendekatan yiridis
normatif mengingat persoalan di atas ada dalam lingkup pemberlakuan kaidah.
Analisa dilakukan selara kualitatif dengan menggunakan asas-asas hukum dan asas-
asas pemturan perundang-undangan maupun teori-teori sebagai landasan analisis.

Hasil penelirian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada asas legalitas,
pengampunan pajak harus diberi *aJah dalam bentuk undang-undang. Dalam
perspektif asas keadilan, pengampunan pajak ticiak cukup bcrpijak pada keadilao
horizontal dan vertikal yang dikenal dalam pajak. tetapi pada keadilan transisional

)'ang lebih pada kemanfaatan yang dicapai- N4anliar dimaksud adalah meningkahya
penerimaan negara dengan diikuli penga\asan dan lutt crtforcenn'nr secara
konsisten.
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BAB I

I}F,NI)AHI JI,I ]AN

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan

makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. Modal, baik dalam bentuk uang

maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai

peranan penting, minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, s€bagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk

menciptakan kemakmuran rakyat.

Kedua, petumbuhan ekonomiakan meningkatkan penerimaan pajak .

Dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam

kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu dipetlukan peningkatan p€na.aman

modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Meskipun pajak bukan satu-satunya f'aktor p€ndorong minat investasi,) akan

tctapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara mcnjadi pertimbangan sendiri

bagi investor untuk memilih negam mana )ang akan dijadikan tempat investasi.

Pengenaan pajak yang relatif kecil alau penlbebasan pajak pada suatu negara ( lar

lra,var ) menjadi menarik bagi investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di

negara manapun orang cenderung untuk membayar paiak relatif kecil, bahkan

mengelak atau menghindari pajak. Tindakan yang demikian jelas akan merugikan

penerimaan negara.

Dilihat dari aspek penyebabny& kerugian paiak (rax /oriej). dapat terjadi

karena berbagai s€bab yaitu :

t Armida Alisyahban4 /ntehtil Pajak Sebagai Dafa Totik lwesta,i di Indorcsia, Makalah.&lam

Seminar P€rpajakan, kerjs sama Tax Center tinpad deogan Direl(orat Jenderal Pajak' Baodung' 6

S€ptember 2007.
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